LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA

A. SEKTOR PENDIDIKAN:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Negeri;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Swasta;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Negeri;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Swasta;

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Negeri;

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) -
SLB Swasta;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Negeri;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Swasta;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Negeri;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Swasta;

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Negeri;

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMA Swasta;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMK Negeri;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMK Swasta;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMK Negeri;

Izin Perubahan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMK Swasta;

Izin Penutupan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)
- SMK Negeri;



18. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)

- SMK Swasta;

19. Izin Operasional Bantuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

B. SEKTOR SOSIAL:

1.

Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;

. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB);

Rekomendasi Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau barang.

Pendaftaran Lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial Lintas
Kabupaten/Kota di provinsi;

C. SEKTOR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH:

1.

Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
dan Unit Usaha Simpan Pinjam Lintas Kabupaten/Kota di provinsi;

Rekomendasi Pembentukan Koperasi Lintas Kabupaten/Kota di provinsi;

Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan
Kantor Kas Lintas Kabupaten/Kota di provinsi.

D. SEKTOR ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL

1.

Izin Pengeboran Air Tanah/ Izin Penggalian Air Tanah; dan

2. Izin Pengusahaan Air Tanah.

E. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT:

1.

Sub sektor Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya:
a. Lisensi Arsitek (Baru):
b. Lisensi Arsitek (Perpanjangan):

c. Lisensi Arsitek (Pergantian).

2. Sub sektor Pekerjaan Umum Tata Ruang;

a. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan
Berusaha;

b. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non
Berusaha;

c. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non
Berusaha.

3. Sub sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

a. Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha (air
permukaan);

b. Perpanjangan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan
usaha (air permukaan);

c. Perubahan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan
usaha (air permukaan).

F. SEKTOR TRANSPORTASI: Kartu Pengawasan
G. SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK: Surat Keterangan Penelitian.



H. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: Persetujuan lingkungan
(skala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL), Skala Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(IKL/UPL), Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Dan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
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